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TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

Mengingat

RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD, perlu menetapkan belanja penunjang
operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,;

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;

12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admiistratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tahun Anggaran 2019;

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan kepada ketua dan para
wakil ketua dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : 4 (empat) x Rp. 2.100.000 = Rp. 8.400.000,-
Wakil Ketua : 2,5 (dua koma lima) x Rp.1.680.000 =
Rp. 4.200.000,-

Pemberian belanja Penunjang Operasional sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% {(dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
operasional lainnya.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Lampung Selatan Nomor : B/41/11.01 /HK/2018 tanggal
5 Januari 2018 tentang Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;



KELIMA . Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal ? aerucre 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Cto

NANANG ERMANTO
Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.




